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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Puiji dan Syukur berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LK|IP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten
Ketapang tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 Tentang System Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) dan sesuai
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
LAKIP, yang menyebutkan bahwa Laporan Kinerja (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis
terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jlIP) Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang tahun 2021 merupakan laporan kinerja tahunan
yang memuat program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Kerja (RENJA)
Tahun 2021 yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021. Dimaksudkan
sebagai wujud pertanggungjawaban dan merupakan salah satu media untuk memberikan
informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran kinerja. Dengan kondisi ini diharapkan
pelaksanaan Pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, sejalan dengan tujuan yang
hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik. Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun
kegagalan capaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun 2021 Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang juga merupakan alat
kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas
keuangan Daerah yang berkualitas.

Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan target yang telah
ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang selama melaksanakan kegiatan
kepemerintahan tahun 2021. Dengan demikian melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) ini dapat tersajikan data/ informasi seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja
berdasarkan Indikator Kerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Ketapang secara efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
kabupaten ketapang dalam maksud capaian dalam tujuan dan sasaran kinerja.
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Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, pencapaian program dan kegiatan yang
telah dilakukan dalam agenda lima tahun terakhir, dilaksanakan dengan sasaran strategis
meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah meliputi ketepatan waktu penetapan
APBD, persentase alokasi belanja untuk pelayanan sesuai kebutuhan, penyampaian laporan
keuangan yang tepat waktu, tersedianya sistem informasi keuangan daerah serta Predikat WTP
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan, dan sasaran strategis meningkatnya kualitas
pengelolaan barang milik daerah dengan persentase barang milik daerah yang terkelola sesuai
dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian
(WDP). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selanjutnya didapat untuk 7 (Tujuh) tahun
belakangan ini, Tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Kenaikan Opini atas Laporan Keuangan
tersebut merupakan hasil dari perbaikan yang telah dilakukan dan saran BPK pada setiap
tahunnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Ketapang tahun 2021 terdiri dari Pendahuluan, Perencanaan Kinerja,
Akuntabilitas Kinerja, Penutup serta Kegiatan-kegiatan yang menggambarkan pencapaian
kinerja dalam menjalankan program dan kegiatan. Kami harapkan laporan kinerja ini menjadi
media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat memberikan umpan balik
bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Ketapang, Januari 2022

Kﬂpaka Badan Pengelola Keuangan d
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BAB |
PENDAHULUAN

Salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik good governance adalah
akuntabilitas, dimana good governance merupakan salah satu wujud komitmen Organisasi
Perangkat Daerah dalam mempertanggung jawabkan Pengelolaan dan Pengendalian
Sumber Daya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun. Dengan kondisi ini
diharapkan pelaksanaan Pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, sejalan
dengan tujuan yang hendak dicapai.

Kebijakan dan kewenangannya dipertanggungjawabkan sebagai bentuk upaya
transparansi terhadap publik sebagaimana diamanatkan UUD 1945 yang ditegasakan
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Intansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP, yang menyebutkan bahwa Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan

anggaran.

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen pertanggung jawaban atas
pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada
rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis
(Renstra) SKPD. Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu
ditetapkan pula tujuan, sasaran, pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai fungsi penting dalam Evaluasi dan
analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi
terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan

sumber daya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021 adalah wujud
pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten
Ketapang atas keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya mencapai visi dan




misi yang telah ditetapkan serta untuk memberikan umpan balik yang dapat dimanfaatkan
bagi peningkatan kinerja dan pengambilan keputusan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang.

2. Mendorong Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Kabupaten Ketapang di
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan
pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ketapang yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ketapang dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Ketapang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan dan
membawahi satu Sekretariat yang membawahi tiga Sub Bagian dan empat Bidang
membawahi delapan Sub Bidang beserta staf fungsional umum, adapun  Struktur
Organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:




Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah




1.2 Fungsi dan Tugas

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang
sebagai Instansi yang bertanggung jawab didalam pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Ketapang dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Ketapang mulai dari proses
penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara
lain pelaksanaan Pelayanan Administratif Dan Kegiatan Keuangan Daerah, Serta
Pengelolaan Aset Daerah.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 31 Tahun 2018
sesuai ketentuan Peraturan Bupati Ketapang 65 Pasal 4 yang telah diubah bertugas yakni
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang. Berdasarkan tugas tersebut
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD;

b. Pengelolaan Keuangan Badan;

c. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

d. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;

e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi — fungsi penunjang urusan Pemerintahan
Daerah di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

f. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di
BidangPengelola Keuangan dan Aset Daerah; danPelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan
Fungsinya.

Adapun pokok-pokok cakupan Tugas dan Fungsi Kepala Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah yang melekat pada unit-unit Eselon lli, yaitu:

a. Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelola keuangan,
penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ketapang;

b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang anggaran;

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perbendaharaan;
Merumuskan dan melaksanakan kegiatan di bidang akuntansi dan administrasi

pelaporan;
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e. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelola aset daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan
bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman
penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan
keuangan serta penataan aset SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan
pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah, juga melakukan pembinaan
dalam pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan
aset Pemerintah Kabupaten Ketapang.

1.3 Isu-Isu Strategi

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi
pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang masih
menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikkan
dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang makan peran BPKAD sangat penting dalam
melakukan pembinaan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan dibidang keuangan
lingkup Pemerintah Kabupaten Ketapang. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan
dengan baik apabila tidak didukung sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi didukung sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi
dibidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten
ketapang. Sejalan dengan itu, isu strategis yang dihadapi BPKAD adalah “‘Belum
optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan permasalahan yaitu
Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.4 Keadaan Pegawai
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

di perlukan Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di BPKAD
sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebanyak 61 Pegawai.

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh badan Pengelolaan Keuangan dan
dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-

tugas dinas berjumiah 61 orang dengan rincian :




Tabel 1.1

SDM Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang

a. Pegawai menurut Golongan/Ruang adalah sebagai beikut:

No Golongan/Ruang Jumiah (orang)
1. Pembina Utama Muda (IV/c) 1

2. Pembina (iV/a) 2

3. Penata Tingkat | (lll/d) 11

4. Penata (lli/c) 12

S. Penata Muda Tingkat | (1li/b) 18

6. Penata Muda (lli/a) 6

7. Pengatur Tingkat | (1l/d) <

8. Pengatur (li/c) 1

9. Pengatur Muda Tingkat | (II/b) 1

b. Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal adalah sebagai berikut:

No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang)
1. S -2 (Pasca Sarjana) 14

2. S —1(Sarjana) 24

3. D-3 (Diploma Tiga)

4, SLTA

c. Pegawai menurut Eselon adalah sebagai berikut:

No Eselonisasi Jumlah (orang)
1. |Eselon Il 1

2. [Eselonlll 5

3 |[Eselon IV 11

Adapun Sumber Daya Aparatur yang ada di lingkungan Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah

Kabupaten

Ketapang

yaitu sebagai berikut
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1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi
meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat
transportasi. Kondisi sarana prasarana di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah [
Kabupaten Ketapang sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

|
i
Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana !
|
dan prasarana yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten |
Ketapang dapat dilihat pada tabel berikut : I

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk
mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja BPKAD Kabupaten
Ketapang. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap
tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna
menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau
tidak lagi berfungsi secara optimal.

Tabel 1.3
Daftar Sarana dan Prasarana BPKAD Tahun 2021
No Jenis Peralatan Jumlah | Keterangan/
Kondisi
1 | MEJA 1 BiRO PERUNIT 2 Baik
2 | LEMARI SAMPING DAN RAK GANTUNG PERSET 1 Baik ;
MEJA STAF, RAK GANTUNG DAN KRANGKA BESI 12 Baik
PERSET
4 | LEMARI PRINTER KECIL PERUNIT 6 Baik
5 | LEMARI PRINTER BESAR PERUNIT 2 Baik
6 | LEMARI FILE BESAR PERMETER 6 Baik |
7 | LEMARI FILE BESAR PERMETER 1 Baik l
& | INSTALASI LAMPU DOWLIGHT PERTITIK 22 Baik !
9 | INSTALASI LISTRIK PERMETER 6 Baik |
10 | LAMPU DOWLIGHT PERMETER 4 Baik |
11 | PARTISI DINDING HPL, KUSEN KACA PERMETER 12 Baik |
12 | PARTISI DINDING HPL, KUSEN KACA PERMETER 2 Baik !
13 | LED LAMPU PERMETER 14 Baik |
14 | LED LAMPU PERMETER 1 Baik \
15 | INTSALASI LED 1 Baik :
i
|
|
|
{
|
|
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1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan
fungsi BPKAD pada tahun 2021 berasal dari APBD Kabupaten Ketapang. Pada Tahun
Anggaran 2021 BPKAD Kabupaten Ketapang mendapatkan alokasi anggaran sebesar
APBD Murni Rp.493.775.493.367,00, APBD Recofusing Rp.507.775.439.367,00 dan
APBD Perubahan Rp. 493.998.950.975,00 yang terdiri dari 3 Program dan 12 Kegiatan
dan 76 Sub Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten
Ketapang Tahun 2021 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program
yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program
pendukung.

1.7 Sistematika LKjIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjlIP/manfaat LKjIP, Struktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang Potenso yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika
penulisan LKjIP.

BAB Il PERENCANAAN KINERJA

Pada Bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan
perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama
yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya
dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB Ill AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis
akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis
pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan
permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi
anggaran bagi pelaksana tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka
mencapai sasaran organisasi yang telah di tetapkan, termasuk analisis tentang

capaian indikator kinerja dan efisiensi.
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Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah. Inovasi dimaknai
sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada
maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai
tembah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada Bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang
keberhasilan/kegagalan, permasalaahan dan kendala utama yang berkaitan dengan
kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.
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BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2021, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ketapang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2021. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Ketapang merupakan manifestasi komitmen Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang dalam mendukung visi dan misi
Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Ketapang Tahun 2016-2021. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan
Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016-
2021 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan periode sebelumnya (2011-2016).

RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang merupakan dokumen landasan atau
acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima
tahun. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan
program dan kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang
yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Bupati Ketapang 2016-2021 yaitu “Kabupaten Ketapang yang Maju Menuju
Masyarakat Sejahtera”, yang diarahkan untuk membawa Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Ketapang menjadi suatu organisasi perangkat daerah yang dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya guna mendorong terlaksananya kepemerintahan yang
baik.

Perumusan Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang
ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas
dan fungsinya membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran PD

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam periode waktu 2016-2021, sebagai berikut:

“Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional, Tertib
dan Akuntabel”
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Tujuan tersebut sebagai upaya yang dilakukan untuk mengawal pencapaian dari Visi
dan Misi Bupati Ketapang 2016-2021 yaitu “Kabupaten Ketapang yang Maju Menuju
Masyarakat Sejahtera”, yang diarahkan untuk membawa Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang menjadi suatu organisasi perangkat daerah yang
dapat melaksanakan tugas dan fungsinya guna mendorong terlaksananya Misi 1
“Melaksanakan Kepemerintahan Yang Baik”.

Penetapan sasaran mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada
penyusunan kegiatan agar lebih bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan mempunyai
jangka waktu pelaksanaan. Untuk itu BPKAD Kabupaten Ketapang telah menetapkan
sasaran yang ingin dicapai dalam peride waktu 2016-2021 sebagai penjabaran dari tujuan
diatas, yaitu Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kuangan Daerah.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran BPKAD
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
1 2 3
Mewujudkan Pengelolaan Meningkatkan Kualitas Opini Laporan Keuangan
Keuangan dan Aset Daerah Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
yang Profesional, Tertib dan Daerah

Akuntabel

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan PD

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif. Strategi
diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi yang diterapkan oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut )

1. Melaksanakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,

3. Meyajikan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai tujuan. Adapun arah kebijakan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten
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Ketapang dalam Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sesuai dengan strategi tersebut
di atas adalah sebagai berikut :

© @ 30 0 s e

Terlaksananya Penerbitan SP2D;

Tersusunnya RKA SKPD sesuai dengan Ketentuan;,

Tersedianya Estimasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah;
Tersedianya Dokumen dan Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD;
Tersedianya Verifikasi RKA SKPD tepat waktu;
Tersedianya Standar Biaya dalam penyusunan RAPBD;

Terlaksananya Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan dan Belanja pada kas Daerah;
Terlaksananya Penyusunan laporan Bersumber dari Dana Perimbangan;
Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Laporan

Operasional dan Catatan Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan;

10. Tersusunnya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD;

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD

Visi : “Kabupaten Ketapang yang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera’,

Misi 1 : “Melaksanakan Kepemerintahan Yang Baik”

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4
Mewujudkan Meningkatnya (1. Melaksanakan 1. Tersedianya Estimasi
Pengelolaan Keuangan | Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah,
dan Aset Daerah yang | Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Belanja Daerah dan
Profesional, Tertib dan | Keuangan Daerah sesuai ketentuan Pembiayaan Daerah;
Akuntabel Daerah Peraturan Perundang- 2. Tersedianya Dokumen

undangan;

. Melaksanakan

Penyusunan Dokumen
Penatausahaan
Keuangan Daerah sesuai
ketentuan Peraturan
Perundang-undangan,

. Menyajikan Laporan

Keuangan sesuai Standar
Akuntansi Pemerintah
(SAP).

dan Peraturan Tentang
Pedoman Penyusunan
APBD;

3. Terlaksananya Verifikasi
RKA SKPD tepat waktu;

4. Tersedianya Standar
Biaya dalam Penyusunan
RAPBD,;

5. Tersusunnya RKA SKPD
sesuai dengan Ketentuan;

6. Terlaksananya Penerbitan
SP2D,

7. Terlaksananya
Rekonsiliasi dan
Pelaporan Pendapatan
dan Belanja pada Kas
Daerah;

8. Terlaksananya
Penyusunan laporan
Bersumber dari Dana
Perimbangan;

9. Tersusunnya Laporan
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Realisasi Anggaran,
Neraca Daerah, Laporan
Arus Kas, Laporan
Operasional dan Catatan
Laporan Keuangan sesuai
dengan ketentuan;

10. Tersusunnya Rancangan
Perda tentang
Pertanggugnjawaban
APBD.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Keseluruhan rencana kerja, indikator dan pendanaan dijadikan perjanjian kinerja
atau semacam kontrak kerja. Program, kegiatan, indikator dan target kinerja BPKAD
Kabupaten Ketapang dijabarkan dalam suatu rencana kerja yang bertujuan untuk mencapai
sasaran program yang telah ditetapkan yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka
mencapai sasaran sesuai program yang telah ditetapkan, indikator dan pendanaanya yang
harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun anggaran.

Sebagai bentuk salah satu evaluasi dan pertanggunjawaban atas capaian perjanian
kinerja tersebut, disusuniah laporan kinerja BPKAD Kabupaten Ketapang yang disampaikan
oleh kepala Badan kepada Bupati Ketapang.

Adapun perjanjian kerja BPKAD Kabupaten Ketapang tahun 2021 adalah Sebagai
Berikut:

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
1 Meningkatnya Kualitas - Opini Laporan Keuangan WTP
Pengelolaan Keuangan | Pemerintah Daerah
Daerah

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021
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Pada Tahun Anggaran 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang melaksanakan kegiatan dengan Alokasi Anggaran APBD Murni
sebesar Rp.493.775.493.367,00 APBD Recofusing Rp.507.775.439.367,00 APBD
Perubahan Rp. 493.998.950.975,00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Ketapang Tahun 2021.

2.3.1 Target Belanja PD

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang menetapkan target belanja APBD Murni  sebesar
Rp.493.775.493.367,00 APBD Recofusing Rp.507.775.439.367,00 APBD Perubahan Rp.
493.998.950.975,00.

Tabel. 2.4
Target Belanja BPKAD Pada Perubahan APBD TA. 2021

No. URAIAN TARGET PERSENTASE

y Belanja Oprasi Rp. 33.628.968.382 6,8%

2. Belanja Modal Rp. 2.126.870.383 0,4%

3 Belanja Tidak Terduga Rp. 56.665.720.303 11,5%

4 Belanja Transfer Rp. 401.577.391.907 81,3
JUMLAH Rp. 493.998.950.975 100 %

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggara belanja langsung Tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ketapang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai
berikut :

Tabel 2.5
Anggaran Belanja Sasaran Strategis BPKAD Kabupaten Ketapang Tahun 2021
No. Sasaran Strategis Anggaran Persentase Keterangan
1 2 3 4 5
Program Pengelolaan 5
% Kemogen Desra Rp 466.863.732.765 94,5%
Program Pengelolaan Barang Progmm Uima
0,
2. Milik Daerah Rp 3.437.472.979 0,7%
Program Penunjang Urusan Program
3. Pemerintahan Daerah Rp 23.697.745.231 4 8% ;
Kesekretariatan
Kabupaten/Kota
Jumlah Rp 493.998.950.975 100%
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2.4 Instrumen Pendukung
Dalam Rangka mencapai target kinerja tahun 2021, digunakan instrumen-
instrumen pendukung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPKAD telah
membangun beberapa aplikasi system aplikasi antara lain:

2.4.1 SimplayKD/ SIKUAT

Simply-KD atau Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ketapang
(SIKUAT) merupakan sistem aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis akrual
untuk melakukan proses penganggaran, penatausahaan keuangan daerah, pelaporan
keuangan serta penatausahaan aset daerah. Aplikasi ini terintegrasi/support dengan
Aplikasi SINERGI dan SIMPATIK SIKD berfungsi untuk mengirimkan
Informasi/laporan Keuangan Daerah ke Kementerian Keuangan RI. Dibangun Tahun
2016 dan mulai diterapkan Tahun 2017 dengan terus dilakukan penyempurnaan
hingga sekarang.

Gambar 2.1
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